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WALI KOTA BALIKPAPAN 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

RANCANGAN  

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN 

NOMOR ... TAHUN … 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 WALI KOTA BALIKPAPAN,  

 

Menimbang :   a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf 

b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah;  

b.   bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini 

sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II 

di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), 

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 

1959  Nomor 72,   Tambahan   Lembaran   Negara 

Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
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Daerah Tingkat II Tapin, dan Derah Tingkat II 

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 

Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DAN 

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Balikpapan. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

7. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

8. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah 

Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai 

dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, 

atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit 

satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. 

10. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 

penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. 

 

Pasal 2 

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan: 

a. sebagai upaya penyempurnaan dan pemutakhiran sistem dan prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan keadaan, kebutuhan dan 

kemampuan Pemerintah Daerah; dan 

b. menjadi pedoman kerja bagi para pejabat dan pegawai yang diberi 

kewenangan tertentu dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

Pasal 3 

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk: 

a. mendukung kebijakan Pemerintah Daerah atas perubahan sistem 

Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 

b. terlaksananya pengelolaan APBD secara tertib, efektif, efisien, transparan 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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BAB II 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

Pasal 4 

(1) Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I  : PENGELOLA KEUANGAN DAERAH; 

b. BAB II  : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH; 

c. BAB III  : PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH; 

d. BAB IV  : PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH; 

e. BAB V  : PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN; 

f. BAB VI  : LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH; 

g. BAB VII  : AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH; 

h. BAB VIII  : PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH; 

i. BAB IX  : KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH; 

j. BAB X  : BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; 

k. BAB XI  : PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH; 

l. BAB XII  : INFORMASI KEUANGAN DAERAH; 

m. BAB XIII  : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. 

(2) Penjabaran sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

(1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota 

Balikpapan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 

2011 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan. 

      

Ditetapkan di Balikpapan 

pada tanggal … 

      WALI KOTA BALIKPAPAN, 

 

                           RAHMAD MAS’UD 

 

Diundangkan di Balikpapan 

pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, 

  

                    MUHAIMIN 

 

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR … 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

                

                ELYZABETH E.R.L. TORUAN 


